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KEPUTUSAN KIEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAI [AN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR /003 /32 30
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Mecnimbang 4  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik yang sesuai dengan asas penyclenggaraan pemerintuhan
yang baik dan untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
dani berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib

menetapkan standar pelayanan ;

b bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman lentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Jems Pelayanan Rekomendasi

Pemanfaatan Tanah Negara,

2 SEGORO AMART O
STMANGAT GOTONG ROYUNG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN




Mengingat

Menetapkan

KESATU

Wl

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan
daerah daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Djawa Timur,
Djawa Tengah, Djawa Baral dan dalam Daerah Tstimewa
Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan,

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentas
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

6.  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta .

g Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERIAAN  UMUM
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TLNTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PEKERJAAN TUMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA,

Menetapkan stundur pelayanan pada DPUPKD yang terdiri dari |
1. Standar Pelayanan Permohonan Penghunian Rumah Susun.

2. Standar Pelayanan Rekomendasi Sempadan Parit.

SECORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AUGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN  KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN « KEDIRSAMAAN



KEDUA : Standar pelayanan sebagamana dimaksud pada Diktum KESATU
sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Dinas yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA © Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
meliputi ruang lingkup pelayanan administratif. Standar pelayanan
sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dan digunakun sebagai
acuan dalam penilaian kinetja pelayanan oleh Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
sebagai penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal r 1 2 SEP 2024

KLPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN

emﬂ"- 61998032007

: SEGOROAMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NOAYOUYAKARTA

KEMANDIRIAN = KEDISIPLINAN — KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN
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A PENDAHULUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

NOMOR  : [@.3/3270
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA JENIS PELAYANAN PENGHUNIAN RUMAH
SUSUN

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai

salah satu Perangkat dacrah penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota

Yogyakarta, khususnya dibidang pelayanan rekomendasi. Dalam rangka mewujudkan

pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menctapkan

standar pclayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

B STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pengurusan Penghunian Rumah Susun.

NO.
| 1

KOMPONEN

" URAIAN

Dasar
Hukum

. Peraturan Dacrah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011

. Peraturan Dacrah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang Petunjuk
Pclaksaan Peraturan Dacrah Kota Yogyakarta Nomor 7
‘Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Rumah Susun.




ersyaratan

Pclayanan

Persyaratan Penghunian Rumah Susun sebagai berikut ;

a.

Penduduk Daerah dan berdomusili di Daerah yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
Memiliki pekerjaan letap, baik bekerja di scktor formal
maupun nformal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
dari pimpinan, bagi yang bekenja secara formal atau Surat
Keterangan dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah, dan
Mantri Pamong Praja bagi yang bekerja secara informal:
Penghasilan keluarga rendah dengan pendapatan antara 1
(satu) sampai dengan 2 (dua) kali Upah Minimum Kota. Bagn
karyawan swasta dibuktikan dengan struk gapn  yang
ditandatangani olch pengelola paji dan bagi masyarakat yang
bukan karyawan swasta, rincian pendapatan dibuat dengan
diketahui oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah dan
Mantri Pamong Praja;

Sudah berkcluarga/menikah dibuktikan dengan Surat Nikah;
Maksimal anggota keluarga adalah 5 (lima) orang yang
dibuktikun dengan Kartu Keluarga:

Belum memiliki rumah tinggal tetap yang dibuktikan dengan
Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai dengan diketahui
oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lurah, dan Mantn

Pamong Praja.




Sistem, ' PROSEDUR PELAYANAN
mekanisme, SERVICES PROCEDURE

dan prosedur
(megujukmn permohonan seitu mclcug,kupi)

Seleksi Administrasi

Tiduk Ya

Daflay

Gagal Lolos Tooggs

Ya

Scleksi Wawancara

&

Tidak
Ctagal -— Loloy

Ya

Pengummmum dan pemanggilan calon penghuni

y

Pembayurun

I

Munundntang surat perjanjia hontrak

!

Ceklist umian berscma

y

Sealt torumn kunet hyndon

.

— s

Q\ Huian siup dihum )

Keterangan bagan :

a. Calon penghuni rumah susun mengajukan permohonan (ertulis
scrta  melengkapi  persyaratan  yang  ditctapkan, berkas
dikumpulkan di kantor UP'l' Pengelolaan Rusunawa.

b. Seleksi dan penctapan calon penghuni olch UPT Pengelolaan
Rusunawa. Seleksi meliputi: seleksi administiasi dan seleksi

wawancara.




Pengumuman dan pemanggilan calon penghuni.
Calon Penghuni melakukan pembayaran meliputi : Biaya Sewa
dan Jaminan Sewa.

Penghuni baru mengisi surat pernyataan dan menandatangi
surat perjanjian kontrak sewa-menycwa rumah susun
Melakukan ceklist hunian bersama antara Penghuni dan Petugas
UPT Pengelolaan Rusunawa.

Serah terima kunci hunian rumah susun dan upt pengelolaan

rusunawa ke penghuni.

Pengumuman dan pemanggilan calon penghuni dilakukan

Ket: Waktu lamanya calon penghuni masuk dafiar fungeu lidak

Tarif Retribusi sesuai perhitungan retribusi berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023

Jaminan Retribusi  berdasarkan Peraturan Walikotn Kota

Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentung Pengelolaan

Sarana, prasarana,

dan/atay fasilitas

= "
°r

= ®

h. Penghuni dapat menempati hunian rumah susun.
” Jangka waktu a,
penyclesaian maksimal 5 hari setelah selcksi wawancara
dapat dipastikan.
Biaya/tant a.
tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah.
b'
Rusunawa,
Produk Penghunian Rumah Susun
pelayanan

Sarana dan Prasarana:
Ruang tunggu
Tempat parkir

Almari dokumen

oo

Rak arsip
Mcja

Kursi

o

Pesawat telepon

oo

Komputer dan printer

Alat tubis kantor

P

J- Toilet umum

% Fasilitas Pendukung:

a Jaringan internet/intranet (Wifi)

h CCTV puna menjaga keamanan




c. Akses bagi disabilitas
d. Alat pemadam api ringan (APAR)

e. Genset

Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersamu unik beberapa

Jenis layanan publik

a. Kepala UPT, S1 Ekonomi, S1 Hukum, ST Sospol, diutamakan
52 Manajemen/S2 Magister Fkonomika Pemb. /S2 Magister
Adm.Publik/S2 yang serumpun

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Sarjana Fkonomi, Sarjana
Sospol, Sarjana Hukum, -3 Ckonomi, D-3 Sospol, D-3 Hukum

¢. Pengolah Data dan Informasi, D-3 (Diploma-Tiga)

d. Pelayan Operasional, ST, TA sederajat / DI (Diploma-Satu) / D-
2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) / 8-1 ( Strata-Satu) / 1)-
4 (Diploma-Empat)

e. Pengadministrasi Perkantoran, - D-3 (Diploma-Tiga) / SLTA
Sederajat

8 lompetensi
Pclaksana

9. 'Pcngawasan
Internal

10.  [Penanganan
pengaduan, saran,
dan masukuan

11, umlah pelaksana

by

. Dilakukan oleh atasan langsung hinggu kepala dinas.

=~

- Pengendalian dilakukan oleh system pengendali intern

pemerintah (SPIP)

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
a. Datanp Langsung ke Kantor UPT Pengelolaa Rusunawa.
b.  Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
logya Smart Service (JSS) UPIK - https://upik@jogjakota. go. i/
E-mail : upik@jogjakota po.id
- SMS : 08122780001
c¢. Website : https:/pu jogjakota.go. id
d. E-mail : kimpraswil@jogjakota.go.id/
! rusunawa(@)jogjakota. 9o, id
e. Telepon : (0274) 560958
f.  Whatsapp CS UPT Pengelolaan Rusunawa : 081215742259

g Instagram : @rusunawa jogjakota

Jumlah personil yang menangani 5 Orang




12.

aminan

pelayanan

. Diwujudkan dengan—adanya kepastian persyaratan, waktu

proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
berkompeten di bidang tugasnya.

- Adanya jaminan bebas dari parktik KKN.

13.

Jaminan
Lkeamanan dan
Keselamatan

Pclayanan

Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan
yang didukung oleh petugas yang kompeten di bidang tugasnya

sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.

. Adanya jaminan pemberian pelayanan public kepada

masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.

. Becbas KKN

Evaluasi kinerja
Pelaksana

. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM), dengan mekanisme sebagai berikut :

- Setiap penghuni rusun dihimbau untuk mengisi formulir
SKM

- Hasil pengisian formular SKM dikumpulkan untuk
dilakukan perhitungan skor dan rekapitulasi data oleh tim
survey SKM.

- Hasil rekapitulasi data akan olah kemudian dilaporkan
dalam rapat tim survey SKM.

b. Fvaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala

Waktu Pelayanan

Hari ketja;
a. Senin— Kamis :08.00 - 15.00 WIB
b. Jumat : 08.00 - 11.00 WIB

: 13.00 - 14.00 W1B

KEPALA DINAS

SRS $7200261 998032007



Nomor SOP
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Tanggal Pembuatan

SEP 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN Tanggal Revisi
KOTA YOGYAKARTA
heaas E)h% Oagtingqmsm&w{uum .9/1,,«%(.-;3' Tanggal Efektif
I Kenwi o0, 58 Yogyskasa Kepala Dinas qum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
ep (0274} 515865 fax (0274 586795
emai puperrmiogakaty goid ..? ;
bsie: wwwpUogakat gai ; 1 { PEXERIAAN UMUM
e E—— Bisehlan olch Q[ Perumarian DaN
* KAWASAN
P PERMUKIMAN
o s
L 97209261998032007
—_
Nama SOP:
| Penghunian Rumah Susun
Dasar HAukcum: Kualifilzsi Pelaksana:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatar Negara dan Reformasi Eirckrasi Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekris Penyusunan, Fenetapan, dan Pensrapan Standar
Pelayanan,;

1. Ka UPT. Pengelolaan Rusunawa :

2. Ka. Sub Bagjan Tata Uszha

51 Ekonomi, S1 Hukum, $1 Sospol, diutamakan $2 Manajemen/SZ Magister
Ekonomika Pemb. /S2 Magister Adm Publik/S2 yang serumpun

: Sarjana Ekonomi, Sarjana Sospol, Sarjana Hukum, D-3 Ekonomi, D-3 Sespol, D-3

2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Hukum
Retribusi Daeran; 3. Pengalah Datadan Informasi  : D-3 (Diploma-Tiga)
3. Peratran Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petuniuk Pelaksanzan 4. Pelayan Operasional : SLTA sederajat / DI (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / D-3 {(Diploma-Tiga) /
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraar Pelayanan Publik: o §-1 (Strata-Satu] / D-4 (Diploma-Empat)
%, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pemyusunan 5. Pengadministrasi Perkantcran :D-3 (Diploma-Tiga) / SLTA Sederajat
Standar Operasicnal Prosedur Penyelenggzraas Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogvakarta Nomaor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun.
Rzerkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Laporan Pendapatan Bulanan Rumah Susun 1. Komputer
2. Frinter
3. Internet
4 ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan:

Kecermatan dan ketelitian dalam preses seleksi mempengaruhi ketepatan sasaran
aenghunian rumah susun

L j 1

Cckumen Surat Perjanjian Xontrak Sewa Me nyewa Rumah Susun diarsipkan dalam bentuk fiardzopy.




Pelaksana Mutu Baku
Mo. Uraian Aktivitas ot Pengolah Pelayanan Kz.Sub
Calon Pengadminist s 5 Persyaratan/ 2
Penghiuni Tt iy l:;:a x-::;:l Operasional Baﬁ::h'l;am Ka.UPT Kelengkapan Waktu Output Keterangan
% Calon penghuni rumah susun igfm?n:ﬁ:a/::‘m) 10 Berkas
mengajukan pe;nchonat: tertulis [ Muizi Fotocopy Surat Nikah menit Eelnga]uan
serta  melengkapi  persyaratan Slip gaji/Surat Pengantar Penghasilan alon
varg ditetaplan, berkas Fo:l-}mg:iii pendaftaran g Penghuni
dikumpulkan d4i kantor UPT Surat Pernyataan belum memiliki rumah 5 Rusunawa
Pengelolaan Rusunawa - SKCK Asli (Permohonan Rusunawa)
v > i : 5
2 | Seleksi dan penetapan calen Loles ) g::::ﬁ!;e;:n?:;nancalcn By 4 hari | Rekapilasi .Knml;:fdk:;uul:san. ki
perghuni oleh UPT Pengelolaan kerja Penilaian be;doml sl Kot
Rusunawa.  Seleksi  meliputi: . calen Yo i
selelsi administrass dan seleksi Tidak Laokos penghuni ” ailﬂd
riawancara. rumah ’ M
. pekerjaan  tetap,
penghasilan
kelvarga rendah
dengan
pendapatan  1-2
UMPF Kota
Sudah berkeluarga
Maksimal anggota
keluarga 5 orang
*  Belum memiliki
rumah
«  Belum pernah
tinggal  dirusun
mikik Pemerintah
Kota
Yogvakarta/selain
milik Pemerintah
Kota Yogyvakarta
e Tidak  memiliki
catstan kriminal
« Tidak mem: ki
kendaraan roda 4
2 Pengumuman dan percanggilan - Formulir hasi] reizpitulasi penilaian Smenit | Pergumum
calom penghuni, calen penghuni rumakh susun an melzlui
online via
whatsApp
(]
L |




| 4. Calon Penghuni melakukan - Rincian Pembayaran Jaminan dan 30 Bukt  Slip
‘ pembavaran meliputi : Biaya pembayaran retribusi menit pembayara
Sewa dan Jaminan Sewa N jaminan
dan
pembayara
n rewibusi
5. | Penghuni baru mengisi surat - Dokumen Surat Perjanjian Kentrak 30 Dokumen
pemyataan dan menandatangi [SPK) Sewa-Menyewa Rumah Susun menit Surat
surat perjanjian kontrak sewa- - Materai Perjanjian
menyvewa rumah susun Kontrak
Sewa-
Menvewa
Rumah
Susun
6.  Melakukan celdist hunian - Lembar cek!is hunian masuk 15 Lembar
dersama antra Fenghuni dan menit hasil ceklis
Petugas UPT Pemgelolaan humian
Rusunawa, masuk
7. | Seran terima kunci hunian rumah - Dokumen Surat Perjanjian Kontrak 5menit | Kund unit
sesun  dari UPT Pengelolaan [SPK) Sewa-Menyewa Rumah Susun hunian
Rusunawa ke penghuni. - Bukti Slip pembayaran jaminan dan rumah
pembayaran retribusi susun
I Lembar hasil cekiis hunian masulk
8 | Fenghuni dapat menempati rl Xunci unit hunian rumah susun
1anian ramah susun. Selpsai
——— S
Kelerangan :
] Proses —  Alur Proses Kegiatan

D Mulai/akhir

<> Fengambilan
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

NOMOR /0().3/32}0
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA  JENIS PELAYANAN REKOMENDASI
SEPADAN PARIT

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
sebagai salah satu Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik pada
Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya dibidang pelayanan rekomendasi. Dalam
rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta
akuntabel, maka periu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Yogyakarta.

STANDAR PFLAYANAN
Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pengurusan Pelayanan Rekomendasi
Sepadan Parit.

KOMPONEN ' " URAIAN

Dasar a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun

Hukum 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

c. Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik,

d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor
7 tahun 2022 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Irigasi




Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala
DPUPKP Kota Yogyakarta dan ditandatangani

Nema pemohon harus seusai dengan nama dalam

Foto kopi Serifikat Tanah (1 lembar)

Surat kuasa bermeterai Rp.10.000,- bila dikuasakan.
Foto kopi KTP yang diberi kuasa (1 lembar).

Gambar rencana bangunan yang ditandatangani oleh

a. Denah Lokasi yang dimohonkan Kajian Teknis
b. Site Plan yang dilengkapi dengan posisi parit.
c. Foto dari 4 arah angin (utara, Selatan, timur, dan

Bila nama di sertifikat telah meninggal dunia, maka

a. Foto kopi akta kematian yang dilegalisir oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. (1 lembar)

b. Surat Pernyataan Ahli Waris dengan meterai
Rp.10.000,- (apabila pemilik sertifikat telah

Jika sertifikat dijadikan agunan di Lembaga Keuangan/
Pembiayaan atau sejenisnya, maka harus
melampirkan surat keterangan dari Lembaga tersebut

dan prosedur

PROSEDUR PELAYANAN
SERVICES PROCEDURE

PPersyarata 1
A pemohon.
Pelayanan 2.
sertifikat tanah
3. Foto copy Pemohon (1 lembar)
4.
5.
6.
i A
pemohon (sesuai sertifikat tanah)
barat).
8.
pemohon harus melampirkan;
meninggal dunia).
9.
dan dicap basah.
Sistem,
mekanisme,

< Pemohon Mengajukan Surat Parmohonan )

Venlikas: Berkag

Tidak | Tilak Survey \>_'.',‘.',‘k »| Status Parit
-

Memenuhi

Milik

syarat Pemda DIY
Ya

Proses Pembuatan Rekomendas: Sempadan Paril.




1.
2

3.

Keterangan bagan :

Pemohon mengajukan surat permohonan

Kepala Bidang menugaskan Ketua Tim untuk
mengecek dan menelaah Surat Permohonan

Ketua Tim meneliti dokumen permohonan dan
selanjutnya menugaskan anggota tim untuk
mengecek Lokasi permohonan dan meninjau status
parit.

Anggota tim meninjau Lokasi/ lapangan dan
mendokumentasikan kondisi lapangan.

Anggota Tim mengecek status parit apakah milik
Pemda DIY atau milik Pemerintah Kota Yogyakarta,
Apabila milik DIY, maka pemohon akan dihubungi
untuk mengajukan permohonan ke Pemda DIY.
Apabila milik Pemkot Yogyakarta, proses berlanjut
dengan pembuatan rekomendasi sempadan parit.

Jangka waktu
penyelesaian

Maksimal S hari kerja sejak surat permohonan diterima dan
dinyatakan lengkap dan benar

Biayal/tarif

Produk
pelayanan

Sarana,
prasarana,
dan/atau fasilita#

o =

& e

o

g
h.
i

J

‘Kajian Teknis Sempadan Parit

% Sarana dan Prasarana:

a.

l®» ap o

Gratis

Ruang tunggu
Tempat parkir
Almari dokumen

Rak arsip

Meja

Kursi

Pesawat telepon
Komputer dan printer
Alat tulis kantor

Toilel umum

% Fasilitas Pendukung:

Jaringan internet/intranet (Wifi)
CCTV guna menjaga keamanan
Akses bagi disabilitas

Alat pemadam api ringan (APAR)

Ganget




Kel: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk

a. Kepala Bidang; minimal Sarjana Teknik
b. Ketua Tim Kerja, minimal Sarjana Teknik
c¢. Anggota Tim; minimal D3/ Diploma

a. Dilakukan oleh atasan langsung hingga kepala dinas.
b. Pengendalian dilakukan oleh system pengendali intern

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Datang langsung ke DPUPKP Kota Yogyakarta, Komplek
Balaikota, Jalan Kenari no. 56 Yogyakarta

2. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

Jogja Smart Service (JSS) www.jss.jogjakota.go.id

Fax: (0274) 586795 Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR

Jumlah personil yang menangani 4 Orang

a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu

proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang
berkompeten di bidang tugasnya.

b. Adanya jaminan pemberian pelayanan public kepads
masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.

Dokumen Rekomendasi Sempadan Parit hanya diberikan
kepada pemohon dan tidak akan disebarluaskan untuk
kepentingan apapun oleh pihak DPUPKP.

a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan mekanisme sebagai berikut
- Setiap penghuni rusun dihimbau untuk mengisi

- Hasil pengisian formular SKM dikumpulkan untuk

dilakukan perhitungan skor dan rekapitulasi data oleh

—
beberapa jenis layanan publik
8. |Kompetensi
Pelaksana
9. |Pengawasan
Internal
pemerintah (SPIP).
'10. |Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan &
» Email: upik@jogjakota.go.id
s SMS: 08122780001
3. Telepon : (0274) 515865
4.
(www._lapor.go.id)
11.  Jumlah
elaksana
e
12. UJaminan
pelayanan
c. Bebas KKN
13. lJaminan
keamanan
produk
14. |Evaluasi kinerja
Pelaksana
formulir SKM
tim survey SKM.




15.

- Hasil rekapitulasi data akan olah kemudian dilaporkan
dalam rapat tim survey SKM.

b. Evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala.

Waktu
Pelayanan

Hari kerja:

a. Senin — Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

b. Jumat - 08.00 - 11.00 WIB
:13.00 = 14,00 WIB

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
:




DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA YOGYAKARTA
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JI. Kenari no. 36 Yogyakarta
telp. (C274) 515863 fax (0274) 586795
email: puperkim@jogjakota.qo.id
weosile: www.pujogjakola.go.id
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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Daerzh DIY Nomor 7 TAHUN 2022 tentanc Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi

2 Peraluran Gubernur DIY Nemor 8 tahun 2012 tentang Penetapan Garis Sempadan
Jaringan Irigasi

3 Pereturan Daesrah Kota Yogyakarta Nomer 9 tahun 1681 tentang Pemeliharaan
Assaireering (Saluran Air Hujan dan Saluran Air Limbah)

1 Tim Survey Lapangan SV

2 Pengadministrasi Teknis : SLTA/ Sedrsjat

3 Ketua Tim Kerja Peningkatan dan Fembangunan Infrastruktur SDA
4 Kepala Bidang SDA dan Drairase

Keterkaitan Peralalan dan Perleng<aoan
1 SOP Xajan Teknis Sempadan Parit 1 Komputer
2 Alat Tulis Kantor
3 Telepon
4 Kamera
5 Alat ukur

8 Kendaraan operasional

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1 Permohonan Kajian Teknis Sempadan Parit yang tidak segera ditangani segera,
dapat menurunkan kepuasan masyarakat terhzdap pelayanan Pemerintah Kota
Yogyakarta dan menghambat proses periz nan lainnya (Persteujuan Bangunan
Gedung)

Tahapan penerimaan kajian tenis sempadan parit. pengece«<an lakas/,
hingga pembuatan surat jawaban




Pelaksana Mutu Baku
Ketua Tim Kerja
. PENINGKATAN DAN =
- Hinluwy Pt Kepala Dinas PEMBANGUNAN (T Kelian 5 "I's’:':::': ‘ﬁ:'; Output Keterangan
INFRASTRUKTUR
SDA
2 3 5 5 ) 3 9 10
1|Menerima permchaonan yang dizjuran Surat Permohonan Suret masuk tercatat Eenpohonan dari masyarakat
secara terlul's kepada Kepala D nzs 30 dlldrm!kan langsung ke Dinas
PUPKP Kota Yogyakarta Pekerjaan Limum Perumahan
: dan Kawasan Permukiman Kota
2|Menindaklanjut proses permahanzn dar) * Buku calatan Surat masuk tercalat Yogyakarta.
Kepala Dinas kepaoa Kepala Bidang SDA 120 Wakiu yang diperiukan dari
preses nomor 1 sampai dengan
: : T . Buku catat Surat k tercatat |nomar 3 adalah 1 hari kerja
J/Menindaklan uti proses permohoran dari uku catatan masuk terca ls phapriiiesk
Kepala Bidang SDA kepada Kewa Tin etelah '
Kerja Peningkatan dan Pembangunan 120
Infrastrukiur SDA
4|Menindaklanjuli prosas permohonan darl - * Buku catatan Surat masuk tercatat |Diproses di har berikutnya
Ketua Tim Xerja kepada Tim Kajar Teknis €0
Sempada arit
5|Tim Kajian Teknis melzkuxan veriikas * Buku catatan Form kelengkapan Jika masih ada kekurangan
kelengkapan berkas data permohenan dalam berkas permchonan, tim
120 kajian teknis akan menghubungi
pemohon
5| Tim Kajian Teknis berkoordirasi dengen » Alat komunikasi Data kondisi lapangan |Waku survey disepakali dengan
pemohon unuk penjadwalan tinjauan - Alat Jkur (letak dan dimensi Pemonon sehingga proses
lokasi 180 saluran serta selanjutnya tergantung iadwsl
dokumentasi foto) yang disepakati
7| Memproses surat jawaban permohanzn * Kompurer Surat jawabzn Diproses 1 ha-i setelah
Kajan Sempadan Parit sesuai peraturzn * Prirter dilakukan survey lapangan,
yang berlaku Kemudizn draft surat diajukan
secare berjenjang dari Ketua
Tim Kerja kepada Kepala
120 Bidang SDA dan Kepalz Dinas,
Proses ini sangat ergantung
kepada keberadaan pejabat
penandatangan.
8 Menghubungi Pemoton bila Surat » Surat tercatat Surat jawaban Diproses i hari berikutnya
Jawaban telah terbit 15 setelah surat ditandatangani
l Kepala Diras
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